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BUPATI BOLAAITG MONGOI\IDOW UTAR A

PERATIJRAN BUPATI KABUPATEN BOLAA]iIG MONGONDOW UTARA

NOMOR t 32 . TAHIIN 2008

TENTAIIG
PETI'NJI'K TEKMS PELAKSANAAI\I PERDA NOMOR 26 TAHT]N 2OO8

TENTAI\IG RETRIBUSI IZIN GAI\IGGUAIY

BI,]PATI BOLAAI\IG MONGONDOW UTARA,

MENMBANG : a- bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintaharu Pembangrrnan dan
Kemasyarakatan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-
undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Daeratr Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa mengenai
dampak lingkungan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan jangka
waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ( Hinder
Ordonantie );
bahwa guna menindak lanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a
tersebut diatas maka perlu menggali sumber pendapatan Asli
Daeratr melalui pemberian Izin Undang-undang Ganguan usaha
(Hinder Ordonantie);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk peraturan Bupati
Kabupaten Bolaang Mongondow utara tentang petunjuk Teknis
Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tatrun 2008 tentang netriuusi lzin
Gangguan ( Hinder Ordonantie);
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daeratr Tingkat I dan
Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74 Tarnbatran Lembaran N"gara Republik
Indonesia Nomor 1822);
undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang panitia urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembararr N"gura Republik Indonesia
Nomor 2l0g
undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangpajak dan Retribusi
Pryq sebagaimana telah diubah dengan unaang-undang Nomor
l+ tatun 2000 (Lembaran Negara nepuutit Indoriesia Nomor 246,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40ag);
Y"elq:*d*g Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepotisian Negara
Republik lndonesia (Lembaran Negara nepuutit< inonesia Tarrun
1997 Nomor 81, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3710);
undang-undang Nomor l0 Tahun 20o4 tentang pembenhrkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N"gu* Republik
Indonesia Tahun2004 Nomor 53, Tambahan teirbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);

lndang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintatran
Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2004 Nomor
l2S,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437),sebagaimana telah diubatr dengan peraturan pemerintatr
penggan! undang-undang Nomor 3 Tahun 2005,tentang perubahan

las Undang-undang Nomor 32 Tatrun 2004,tentang pemerintanan ,
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah;2005 Nory*-f
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7.

3S,Tambatran Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4493)
yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor I Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-undang Nomor l0 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
mengenai Darnpak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahrm 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3338);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahrm 1997 Tentang Retribusi
Daeratr (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
1997, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor
3692\;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahrn 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah AntaraPemerinta\
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82\;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4l Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( kmbaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 474 I );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1985 tentang Tata
Cara Pengendalian pencemaran bagi p€rusahan-perusatran yang
mengadakan penanaman modal menurut undang-undang Nomor I
Tahun 1967 dan undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahrm 1992
tentang Tata Cara Penanaman Modal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang
Penerbitan pungutan-pungutar dan jangka waktu terhadap
Pemberian lzin Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang tata
cara tapak tanah dan tata tertib pengusaha kawasan industri s€rta
prosedur pernberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lzin
Undang-undang Gangguan GruG/HO bagi penrsahaan-perusahaan
yang berlokasi diluar kawasan industri);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tenlang tata
cara pemberian Izin Mendiritan Bangunan QMB) serta Izin
Undang-mdang Gangguan (IJUG/HO bagi perusahaan
yang berlokasi diluar kawasan lndustri);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang
Jenis dan Produk Hukum Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahrm 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerahl
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 19 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun l99Z tentang
tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang
pelaksanaan Izin Mendirikan bangunan dan Izin Undang-undang
Gangguan Perusahaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara; L<---1
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Menetapkan

MEMUTUSKAI\

: PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA TENTANG PETI.]NruK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA

NOMOR26 TAHIjN 2OO8 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAI\ UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai

Badan Eksekutif Daerah.

c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutrya disebut DPRD adalah badan Lrgislatif Daerah.

e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Badan adalah sgatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainny4

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekuruan,

perkumpular; Finna, kongsi, koperasi, yayasarL atau organisasi sejenis lembaga, dana pensiun,

bentuk usaha tetap seft badan usaha
g. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan rmtuk pembinaarl
pengaturan pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alanL barang prasaran4 sarana atau fasilitas tertentu yang melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

h. Retribusi Izin Gangguan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan

gangguan> tidak tennasuk tempat usaha yang lokasinya telah dituqiuk oleh pemerintah pusat

atau Pemerintah Daerah.
i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib

Retribusi untuk memanfaatkan lzin Gangguan Tempat Usaha.

k. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah
surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib
retribusi sebagai dasar perhitungan dan retribusi yang terutang menurut p€raturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

l. Surat ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingakt SKRD adalah surat keputusan
yang menentukan besar jumlah retribusi yang terhutang.

m. Surat ketetapan daerah kurang bayar t"mbahan untuk selanjutnya disingakt SKR-DKB adalah

surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terhutang, junlah loedit
retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, tresarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.

n. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

o. Surat ket€tapan retribusi daerah lebih bayar untuk s€lartutnya disingkat SKRD-LB adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah lredit
retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

p. Surat tagihan retribusi daerah untuk selanjutrya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

q. Surat keputusan keberatan odalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, dan mengolah data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban
perpajakan duq"h d- retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
dan retribusi. ,L
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s. penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan

y*g al*ut- oleh penyidik rega*ui Negeri sipil, yang selanjutrya disebut penyidik, untuk

mencari serta menggmpulkan bukti yang dargan bukti itu membuat terang tindak pidana

dibidang perpajakan-daerah dalam retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA. OBJEK DAIY SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian lzin

Temla Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahay4 kegiatan

dan gangguan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adatah pemberian Izin Ternpat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi

tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan

(2) Dikecuaiikan dari objek retribusi adalah t€mpat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh

pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaba

BABIII
GOLONGAI\ RDTRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi tertentu'

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA

Pasal 6
(l) Tingkat penggunajasa diukur berdasarkan ruang lingkup tempat usaha'

(2) Luas tempat usaha sebagai objek retribusi adalah luas bangunan tempat berdirinya usaha.

i:i toa"rc tomsi I indeks gangguan sebagaimana dimaksud pda ayat (l) ditetapkan sebegai

berikut :

- Kawasan Industri """""""""""""'(1) Indeks

- Kawasan Perdaganga ........................-..(2) Indeks

- Kawasan Pariwisata ...-..................'.."(3) Indeks

- KawasanPerumahandanPemukiman....................'....'(4) Indeks

(4) Kawasan-kawasan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BABV
PRINSIP DAI{ SASARAN DALAM PEI{ETAPAI\ STRTJKTTJR DAN BESAR}TYA TARIF

Pasal 7

(l) Prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif rctribusi didasarkan pada tujuan

untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin .

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang

tempat usah4 lbiaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan

oeneedalian. -P--l I



BABVI
STRUKTUR DAI\ BESARIYYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(l) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha

iii s"tu-vl*iisebagaimana dimakzud pada avat (l) ditetapkan s€bagaiterikut :

- i"^tm2s-ampaidengan20m2 Rp' 25'000'-

- Luas 2l m2 sampai dengan 40 m2 Rp' 125'000 '-
- L,rqc 41 m2 sampai dengan 80 m2 Rp' 175'000 ,-

- lrres 8l m2 sampai dengan 160 m2 Rp' 250'000 ,-

= Luas 161 m2 dan seterusnya Rp' 350'000 
'=

Perhitungan luas yang dimaksud pda ayat (2) ini disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara

BAB VII
CARA PERHITTJNGAI\i RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dihitung dengan memgalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat

(2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGT.TTAN

Pasat 10

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BABIX
MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal I I
Masa retribusi 'dalah 

jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12
Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipenamakan.

BABX
STJRAT PENDAFTARAN

Pasal 13
(l) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diisi dengan 6*ar .tan lengkap

ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
(3) Bentulq isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPA}I RETRIBUSI

Pasal 14
(l) Berdasarkan sPdoRD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (l) retribusi terhutang

ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
(2) Bentuk. isi darl tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipenamakan ditetapkan

oleh Buoati. t
I



BABXII
TATA CARA PEMUNGUTAI\

Pasal 15

(l) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan--^

(2) Retribusi dipungut d";g*;";g-g*"d SKRD arau dokumen lain yang dipersamakan dan

SKRDKBT.
(3) Kepada petugas p€mungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (ima persen) dari realisasi

Penerimarn-

BABXIII
SANKSI ADMII\iISTRAST

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang .membayar 
dikenakan

,"r*"i 
"a-ioiJt 

uri b"rupu b,rrrgu zv. (6n persen) setiap bulan dari retribusi yang t€rhutang atau

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD'

BAB)trV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(l) Retribusi yang harus dilunasi sekatigus dimuka untuk I (satu) kali masa r{dbys] ..

izi n"t iu*i v*! terhutang dilunasi sJlambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkarmva

SKRD atau d;kumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT'

(3) Tata cara pembayaran, p*y"Ioon, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputsan

Bupati.

BABXV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal l8
(1) Retribusi Terhutang berdasarkan sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan

SKRDKBT dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus

dibayar bertambah y*g tidrk atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui

Badan Urusan Piutang dan klang Negara (BUPLN).
(2) penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdas.rkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BABXVI
KEBERATAIi

Pasal l9
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang

jelas.
(:) bahm hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus

dapat membultikan ketidakbenaran ketetapan. retribusi tersebut.
(4) K;beratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal sI(RD

atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkarU kecuali apabila

wajib retribusi tertentu menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan diluar kekuasaannYa
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak

dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

te) pengajuan fFUeratan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan

retribg!__1[
I
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Pasal 20
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima harus

rnemberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan yang berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau

menambah besamya retribusi yang terhutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan Kepala Daerah

tidak memberikan suatu keputusan keberatan diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(l) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka wakhr paling lama 6 (enam) bulan s€jak diterimanya permohonan

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memberikan

keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak

memberikan keputusarl permohonan pengambilan retribusi dianggap dikabulkan dan SKDRLB
harus diterbitkan dalam jangka wktu paling lama 1 (satu) bulan

(a) Apabita wajib retibusi mempunyai hutang retibusi I ' y4 kelebihan pembayaran retribusi

sebgaimana dimaksud pada ayat (l) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

hutang retribusi tersebut.
(5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan

dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengambilan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2(dua) bularu

Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pase-l22
(l) Permohonan Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada

Kepala Daerah dengan sekurag-kurangya menyebut :

Nama dan alamat wajib retribusi
Masa rctribusi

c. Besamya kelebihan pembayaran;alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan s€cara langsung atau

melalui pos tercatat.
(3) Bukti p€nerimaan oleh pejabat daerah atau bulti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat

permohonan di&rima oleh BuPati.

Pasd 23
(l) Pengambilam kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar

kelebihan retribusi.
(2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya,

sebagaimana dimaksud pada pasal 2l ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara

pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BABXVII
PENGURANGAI\, KERINGANAII DAI! PEMBEBASAI\ RETRIBUSI

Pasal 24
(l) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringana dan pembebasan Retribusi
(2) Pemberian p€ngurangan atau keringana Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dengan' ' 

memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha

kecil unuk mengangsw.
(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain diberikan kepada wajib

retribusi ditimpa bencana alam, kerusuhan. t
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bvp4!-|'

I
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BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasd 25

(l) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waknr 3 (iga)

tahun terhitung sejak saat Grhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini tertangguh

apabila :

a) Diterbitkan surat tegrran atau ;

b) Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak wrtuk melakukan penagihan

sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BABXX
KETENTUAI\ PIDANA

Pasal26
(l) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp
5.000.000 ; (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud p ada ayat ( I ) adalah pelanggaran.

BABXXI
PENYIDIKAN

Pasal27
(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khlsus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor g tahun lggl tentang Hukum Acara
Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah :
a. Menerima' mencari 

_ 
dan mengumpurkan serta meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agai keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b' Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan aengan tiidak pidana retribusi
daerah;

c. Meminla keGrangy q b+* blki dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

d' Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melahrkan penggelg{ahan unhrk mendapatkan bahan bukti pembukuaL p€ncatatan dan
dokumendokumen lfi serta melakukan penyitaan terhadapa bahan buktiierseUut;f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangla pelaksanaan tuias penyiditan tina* pia*u
dibidang retribusi daerah;

g' Menyuruh berhenti, merarang-seseorang unt'k meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangs'ng dan memerikia- identitas i.""! 

"-.-" 
dokumen

yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;h. Memotret seseorang berkaitan dengan 
-tindak 

pidana Retribusi Daerah;i- Memangg orang untuk didengar-keterang;nya dan diperiksa sebagai tenangka atau
saksi;

j. Menghentikanpenfidikan;
k' Melakukan fuffiT lain yang perru untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang Rehibusi Daerah m"nuruihukum yang dapat dipertangg*i;";bk r;(3)Penvidik sebagaimana dimaksud .le 1{3, til i"ra ini m"tti*atituta' ai-,rtuirryupenyidikan dan.menyampaikan hasir penyidikannya iepada p€nuntut umum sesuai densan
Kerenruan yang d*tur daram undang-undang nomor g tahun lggr tentang Hukum Acara pidaia|

I



BAB XXII
KETENTUAI{ PEI'UTT'P

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAAryHilPNGONDOW UTARA

.//
//L/'

DTs.REKYPOSUMAH
PEMBINAUTAMA MUDA

Nip. 131 843 684

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWUTARA TAHTJN 2OO8

NOMOR: $f

di:Boroko

Ditetapkan di : Boroko



PENJELASAN ATAS

PERATURAN BI]PATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR: J!-TAHUN 2008

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 26 TAHTIN 2OO8

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraluran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara Tentang Retribusi Izin Gangguan, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Bupati ini dalam penentuan tarif retribusi mengacu pada peraturan Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 26 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tatrun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan. Hal ini sesuai dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara di Propinsi Sulawesi Utara Bab VIII Pasal 20 ayat I dan 2.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PASAL I

PASAL 2

PASAL 3

PASAL 4

PASAL 5

PASAL 6

PASAL 7

PASAL 8

PASAL 9

PASAL IO

PASAL II

PASAL 12

PASAL 13

PASAL 14

PASAL 15

PASAL 16

PASAL 17

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

CukupJe$;f
't I

II
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PASAL I8 :

Cukup Jelas
PASAL 19:

Cukup Jelas
PASAL 20:

Cukup Jelas
PASAL2I:

Cukup Jelas
PASALZ2:

Cukup Jelas
PASAL 23 :

Cukup Jelas
PASAI 24 :

Cukup Jelas
PASAL 25 :

Cukup Jelas
PASAL 26 :

Cukup Jelas
PASAL 27 :

Cukup Jelas
PASAL 28 :

Cukup Jelas
PASAL 29 :

Cukup Jelas
PASAL 30r 

I
CukupJelg+
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